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SALINAN

 

 

 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
 

NOMOR  28  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD, perlu 
menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan; 

  b. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Ketua DPRD 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 172/145/DPRD tanggal 
17 April 2015 perihal Perubahan Biaya Tunjangan Perumahan 

Pimpinan dan Anggota DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5827) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4540); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

10. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 14 Seri D Nomor Seri 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 65) sebagaimana telah diubaha beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan Protokoler dan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 99); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 5); 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2012 TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. 

 
 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 
Pasal 2 

Menetapkan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai berikut : 

(1) Tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD adalah sebesar                                  

Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. 

(2) Tunjangan perumahan untuk Wakil Ketua DPRD adalah sebesar                            

Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. 

(3) Tunjangan perumahan untuk Anggota DPRD adalah sebesar                               
Rp. 6.500.000,00  (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai                 

berikut : 

 

 
Pasal 4 

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan 

dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 

tanggal 1 Juni 2015. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. 
 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal  12 Juni 2015 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

ttd 

 

ACHMAD FIKRY 

 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal  12 Juni 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 

               ttd 

 

M. IDEHAM 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 29 


